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BUPATl TAPANULJ UTARA, 
a. bahwa scaua i dcngan arnanat Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tcm ang Sistcm Jaminan Sosial Nasional yang 
menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial 
untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak 
dan mcningkatkan martabatnya menuju terwujud nya 
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makrnur; 

b. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dimaksud 
pada huruf a merupakan program negara yang bertujuan 
memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh 
masyarakat Indonesia; 

c. bahwa terhadap masyarakat sasaran sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, setiap pelayanan kesehatan dasar 
Rawat Jalan Tingkat Pertama peserta Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertarna 
(FKTP) dan dibayarkan dengan sistem kapitasi; 

d. ba hwa dalarn rangka memanfaatkan dana kapitasi Jami.nan 
Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, 
guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama dan optimalisasi pelaksanaan 
program sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan 
pengaturan dalarn pelaksanaannya; 

e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b, 
huruf c dan huruf d, perlu rnembentuk Peraturan Bupati 
tentang Pcdoman Pcmanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli 
Utara Tahun 2021; 

Mcnimbang 

DENGAN RAH!vlAT TU HAN YANG MAHA ESA • 

PERATURAN BUPATJ TAPANULI UTARA 

NOMOR ~ TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BJAYA 

OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN 
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA 

TAHUN 2021 

BUPATITAPANULIUTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 
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• 

I. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalarn 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang­ 
Undang Nomor 15 Ta hun 1964 tentang Pembentukan 
Kabupatcn Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 
tentang Pemhentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba 
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ma.ndailing Natal 
jo. Unda ng-Undang Nomor 09 Tahun 2003 teruang 
Pembcntukan Kabupatcn Nias Selatan, Kabupaten Pakpak 
Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi 
Sumatera Utarn; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
12(>, Tambahan Lernbara n Negara Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
.Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nom01· 150, Tambahan Lcrnbaran Negara Nornor 4436); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntang Kesehat.an 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent.ang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyeleriggara .Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 
2011 Norn or 116, Ta m ba ha n Lernbaran Negara Nomor 5256); 

7. Undang-Unda ng Nomor 23 Tahun 20 l 4 ten tang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah bebcrapa 
kali terakhir dcngan Undang-undang Nomor 9 Ta hun 201 S 
tenta ng Pcmerintahan Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ientang Tenaga 
Kesehatan (Lcmbaran Negara Tahun 2014 Nomor 298); 

9. Pcraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tcntang Tenaga 
Kesehat.an (Lernbara n Negara Tahun 1996 Nomor 49, 
Tarnbahan Lernba ran Negara Nomor 3637); 

10. Peraturan Perncrintah Nornor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Juran Jarninan Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lernbaran 
Negara Nomor 5372); 

11. Pera tu ran Pcmcrintah Nomor 85 Tahun 2013 terua ng Ta ta 
Cara Hubungan Antar Lcmbaga Badan Penyclenggara 
.Jaminan Sosial (Lernbaran Negara Tahun 2013 Nomor 230, 
Ta mbahan Lcmbaran Negara Nomor 5473); 

12. Peraturan Pernerinta h Nornor 12 Tahun 20 l 9 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daera h (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4578); 

Mengingat 
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Pclaksanaan Pcngadaan narang/Jasa Mclalui Pcnycdia 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762): 

2:2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapanu li Utara; 

23. Peraturan Dacrah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 
Tahun '.20 l O ten tang Rct.ribusi Daerah; 

24. Pcraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Ta hun 2010 
tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Tapanuli Ut ara scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Tapanuli Utara Nomor l J Tahun 2012; 

Perigadaan Barang/.Jasa 
2018 t.entang Pedoman 

21. Peraturan Lem baga Kebijakan 
Pemerin tah Nomor 9 Ta hu n 

• 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi .Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kcsehatan Tingkat 
Pertarna Milik Pernerintah Daerah. 

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 82 Tahun 2018 ten tang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 210); 

15. Peratura n Menteri Ke se hata n Nomor 40 Ta h uri 2012 terita ng 
Pcdornan Pcla ksanaan Program .Jam inan Kcsehatan 
Masyarakat (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 1029); 

16. Peraturan Ment.eri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Keseha.tan 
Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1400); 

17. Peratura n Mr-nteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun '20 16 tcntang Pcnggunaan Dana Kapita si .Ja m ina n 
Kesehata n Nasional Unt uk .Jasa Pelayanan Keschatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pernerintah Daerah. 

18. Pera tu ran Ment.eri Kcsehatan Nomor 52 Tahun 2016 ten tang 
Standar Tarif Pelavanan Kesehatan Program Jaminan 
Kesehatan. 

19. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagairnana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan 
Peratura n Menleri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 201 I 
tentang Perubahan Ked ua Atas Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pernbcntukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahnn '2018; • 

ten tang 13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal J 
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Tapariu li Uta ra. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kcsehatan Kabupaten Tapanuli Utara. 
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKPAD adalah Badan Perigelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli 
Utara. 

PERATURJ\N BUPATI TENT/\.NG PEDOMAN PEMANFA/\TAN 
DANA KAPITASl JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK 
JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA 
OPERASIONAL PADA FASILITAS J,:ESEl-JATAN TINGKAT 
PERT AMA M fLfK PEMERTNTAH KABUPATEN T/\P/\NULf 
UTARA TAHUN 2021 

MEMUTUSKAN : 

1. Perjanjian Kcrja Sama /\ntara Pemctintah Kabupatcn 
Tapanuli Uta ra dengan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan Cabang Sibolga Nomor 
440.800/4830/ 13.5. l/XII/2020 clan Nornor 
172/KTR/J.04/ 1220 tentang Kepesertaan Program .Jaminan 
Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan 
Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh 
Pemerinrah Kabupaten Tapanuli Utara; 

2. Perjanjian Kerja Sama Antara Pernerintah Kabupaten 
Tapanuli Utara dengan Badan Penyelenggara ,Jaminan 
Sosial Kcsehatan Ca bang Sibolga Nomor 
440.800/4277 / 13.S. l/XI/2020 dan Nomor 
105/KTR/ I.04 / 1120 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Pertarna Bagi Peserta Program Jaminan Keseha tan 
Nasional; 

3. Surat Edara n Mentcri Dalarn Ncgcri Rcpublik Indonesia 
Nomor 000/2280/S,J t.cntang Pctu njuk Tcknis 
Penganggaran Pelaksanaan dan Pcnatausahaan.serta 
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan di 
Faailitas Kcscha tan Tingkat Pertama Milik Pernerintah 
Daerah; 

25. Perat.uran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor O 1 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggarnn 2021; 

26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah Ta hu n /\nggarnn 2021; 

• 
Menerapkan: 

• 

Memperhatikan 
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17. Da na Kapitasi adalah besa ra n pcmbaya ran pcr-bulan yang d ibaynr dimuka 
kepada FKTP berdasarkan jum lah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan 
jenis danjumlah pelayanan kesehatan vang diberikan. 

18. .lasa Pelavanan Kesehatan arlalnh pern bavaran imbalan berupa uang kepada 
tenaga keschatan dan tenaga nnnkcschatan vang ditcrima ,1tns jasa pcl;:i_vannn 
keschatan dasar yang diberikan kcpnda pa.sien pescrta JKN. 

19. Dendahara Dana Kapitasi aclalah pcngcloln keuangan dana kapilasi .JKN yang 
ditetapka.n melalui Keputusan BupaU. 

• 

14. Pelayanan Medis adalah pelavanan kcsehatan dasar tcrhadap indiviclu atau 
keluarga dalarn rnasyarakat yang diberikan olch Kepala UJYf Puskesmas, Medis, 
Paramedis Keperawatan, dan Pararncdis Non Kepcrawatan. 

l 5. Tenaga Kesehatan adalah seriap orang yang mengabdikan diri dalarn bidnng 
kesehatan dan merniliki pengctn huan da n ara u kcterarnpilan mcla lui pe ndid ika n 
di biclang kesehatan dcngan k ua lifika sr minimum Diploma Tiga kccua li tenaga 
medis, yAng unruk jenis te rtcnru mcrncrlukn n kewena ngan untuk melaku ka n 
upaya kesehatan, antara la in tcnaga medis, tenaga psikologis, tcnaga 
keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan 
masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tcnaga gizi, tenaga keterapian fisik, 
tenaga keteknisian medis, tenaga tcknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional 
da n tcnaga keseha tan lain scs ua i krtcm ua n yAng herlaku. 
Tenaga Nonkesehatan adalah setiap orang yang mcngabdikan diri dalarn bidang 
kesehatan narnun tidak memiliki pe ndidika n di bictang kesehatan. 

16. 

7. Badan Penyelenggara Jaminan So sial Kcsehatan adalah bad a.n hnkum y arig 

diberituk untuk menyelenggarakan program jarninan kesehatan. 
8. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan 

himpunan iuran beserta hasil pengernbangannya yang dikelola oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan 
pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. 

9. Jarninan Kesehatan Nasional (JKNj adalah jaminan berupa perlindungan 
kcschatan agar peserta mcmpcrolch manfaat. pcmcliharaan kcschatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar keschatan yang diberikan 
kepada setiap orang yang telah rnem bayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
pemerintah. 

10. Fas'ilitas Kesehatan Tingkat. Pcrrama (FKTP) dalarn peraturnn ini adalah UTYJ' 
Puskesrnas yaitu fa silitas keschatan tingka t pertarna di wilaya h Kabupa ten 
Tapanuli Utara.yang rnelakukan pelayanan kesehatan dasar kcpada masvarakat 
yang bersifat non-spesialistik unt.uk kepcrluan observasi, diagnosis, pcrawata n, 
perigobatan, dany atau pelaya na n ke-scha tan la in nva. 

l I. Kepala UPT Puskesmas adalah scscoraug ynng menductuki ja batan rungsional 
dengan tugas tarnbahan scbagai Kepala UPT Puskesmas dan bcrianggung jawab 
kcpada Kcpala Dinas Kescha tau Kabupa.cn Tapanuli Utara yang mcrnpunyai 
tugas pokok Iungsi dan tanggung jawab tcrhadap perneliharaan clan pr-rringkatan 
deraja t kesehatan masyarakat yang optimal diwilayah kerja puskcsrnas yang 
dipimpinnya. 

12. Pela_vanan Kesehalan Dasar adala h pclavanan kcschatan yang dibcrikan kcparla 
masyarakat atau pasien dalam be nt uk Rawat .Ja lan Tingkat. Pcrtarna (RJTP) dan 
Rawat lnap Tingkat Pertama (RTTP) yang d iraksanakan oleh UPT Puskesrnas 
Keperawatan, UPT Puskesrnas Non Kcpcrawa tn n, Puskesmas Pcrnbantu [Pu st u). 
dan Polindes/Poskcsdes. 

D. Pasion adalah seseorang yang mcmbutuhkan dan mernpcroleh pclavanan 
kesehatan. 
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(1) Dana kapitasi yang diterima olch I• KTP dari J3adan Penyelenggarn Jaminan Sosial 
Kesehatan dimanfaatkan seluruhn_ya untuk : 
a. pem bavaran jasa pelayanan kescha tan; <Jan 
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a untuk sct ia p FKTP diterapkan 60 % (enam puluh perscn) 
dari penerimaan Dana Kapit asi JKN. 

8/\BTV 
PEMANFAAT/\N DANA I{/\PITAST JKN 

PasalS 

(l) Ruang lingkup pernanfaata n Dana Kapita si Jaminan Kesehata n Nasional (.JKN) 
Kabupatcn Tapanuli Utara di Dinas Kcschatan mclipu ti jasa pclava nan kcschata n 
dan dukungan biaya operasional pclayanan kcschatan. 

(2) Pengelolaan dan pernanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah 
Daerah yang belum menerapkan pola keuangan daerah Badan Layanan Urnurn 
Daera h (BLUD) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. • 

BAS III 
RU.i\NC'r LINGKUP 

Pasal4 

menvimpang dari ketentuan pcraruran perundang-undangan. 

hukurn hagi Dinas Kesehatan dala m pengelolaan 
pc nda patan dan bclanja Dana Kn pitasi .Jarnina n 

a. mernbcrikan kepastian 
kcuarigan daerah a tas 
Keschatan Nasional; 

b. agar pcngelolaan dan pemanlaatan Dana Kapitasi Jaminan Keschatan Nasional di 
Fasilitas Tingkat Pertama lchih bcrdaya guna dan berhasil guna sorta tidak 

Tujuan ditetapkannya Peratura n Bupat i in i adalah : 

P;isal 3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adala h sebagai pedoman bagi Dinas 
Kcscha tan dalam upaya pengelolaan kcuangan dacrah at.as peridapatan clan bcla nja 
yang berasal dari dana kapita si .Ia m inan Keschata n Nasional di Fa silita« Kesehatan 
Tingkat Pertarna milik Pemerintah Kabupaien Tapanuli Utara. 

li/\13 11 
MJ\KSUD DJ\N TUJUJ\N 

P8S::ll 2 

20. Aparat Pengawas Internal Pcmer-inrn h _vAng se lanju tnya dis ing kar APTP adala h 
unit organisasi di lingkungan Pemcrintah Pusat, Pcmerintah Daerah, Kcmentcrian 
Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup 
kewenangannya. 

21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkar Daera h 
Kabupaten Tapanuli Utara. 

'2'2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA­ 
PD adalah dokumcn yang mcmuat pendapatan dan belanja setiap Pcrnngkat 
Daera h yang digunakan sebagai dasa r pcla ksanaan oleh pengguna anggaran. 
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11/\B V 
PERAN 0/\N TUG/\S 

Pasal 6 
(J) Dinas Kcschatan mernpunyai pr ro n rla n lug;-1:; s!'lmgni bcriku: 

a. Kcpala Dinas Keschatan rncngusulkan beridahara JKN di FKTP mr lalui PPKD 
ke Bupati untuk ditetapkan scbagai Bcndahara Dana Kapitasi JKN di FKTP. 

b. menyusun rencana pendapatnn clan bclanja dana kapitasi .JKN yang tclah 
diu su lka n FKTP u nr uk dia ngga rka n daln m l~K/\-PD Dinas Kcsc ha ta n 

c. mcnyusun DPA-OPD bcrdasarkan pcra ruran daerah tcnt;rng APBD tahun 
anggaran berkenaan clan pcrat u ra n kr pala dacrah tcntang pcnjabara n J\PBD 
tanun anggaran berkenaan. 

d , tata cara format penyusunan l)PJ\-OPD d ilak ukari sesuai kctcntuan pcra tura n 
pcru ndang-undangan ch hidring pc11gclohrn11 kr uangan dacrah. 

e. melakukan verifikasi terhariap usu Ian kcgiaran dan rencana bcIanjn yang 
diusulkan FKTP. 

(2) Fnsilitas Kesehatan Tingkat Pert a ma (FKTP) mempunyai peran clan tugas sebagai 
bcriku t : 
a. Kepala FKTP menyarnpaikan rcnca na pcndapatan dan belanja dana kapitasi 

JKN tahun bcrjalan kepada Kcpala Dinas Kesehatan; 
b. Kepala FKTP mengusulkan bendahara JKN di FKTP kc Kepala Dinas 

Kesehatan untuk ditetapkan olch Kepala Daerah sebagai Bcndahara JKN di 
FKTP; 

c. Bcndahara Dana Kapitasi .JKN pada FKTP mr-rn huka Rekcning Dana Kapita si 
JKN untuk ditetapkan olch Bupa ti: 

cl. Kepa la FKTP menyarnpaikan Reken ing Daria Kapitasi JKN ke BPJS Kcseharan; 
e. Bendahara Dana Kapita si ,JKN parla PKTP rnencatat dan membukukan sernua 

belanja (Pengeluaran) da na Kapita si dala m Buku Kas He nda ha ra Dann 
Kapitasi; 

f. Bcndahara Dana Kapitasi ,JKN pada ft'T(TP mencatat dan menvarnpaikan 
realisasi pendapatan dan bcla nja sct iap tanggal 5 (lima) setiap bulan kepada 
Ke pa la F'KTP; 

g. Mcndokurnentasikan (a rs ipka n] sc111u2 bukt i-bukti belanja (pcngeluaran) da na 
Kapitasi JKN; 

h. Kepala FKTP rnenyampaikan la porn n rcalisasi pendapatan d:-111 belanja kepada 
Kcpala Dinas Keschatan dcngan mclarnpirkan sural pernyaiaan tanggung 
jawab setiap tanggal 10 (sepulu h] se t ia p bula n: 

i. Kepala FKTP bertanggung jawab scca ra forrna l dan ma tortal at as pcndapa ta n 
dan bela nja dana Ka pita si Jh'N; 

J. Kepala FKTP melakukan pengawasa n pada Bendahara Kapitasi JKN dalam hal 
pcmbukuan, pengeluaran dan pcrtanggungjawaban. 

(3) Alokasi untuk pernbavaran duk unga n hiava opera siorial pe lava na n kcsr-hata n 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b ditetapkan scbcsar sclisili dari 
bcsar Dana Kapitasi dikurangi dcngan bcsar alokasi untuk pcmbayarau jasa 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu scbcsar 40 % 
(ernpat puluh persen) dari pcnerimaan Dami Kapitasi. 

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan avat (3) ditetapkan 
setiap tahun dengan Peraturan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehata n 
dengan rnempertimbangkan : 
a. kcgiatan operasional pelavana n kcsehata n dalam rangka mencapai target 

kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan, 
b. kebutuhan obat atau alat keschatan dan atau bahan mcdis hahis pakai. 
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BAB VI 
JASA PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 7 
(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pernbayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pela_yanan 
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan 
pelayanan pada FKTP. 

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kcsehatan sebagaimana dimaksud pada ayat. 
(1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pcgawai Pemcrintah dengan Perjanjian Kerja, 
dan pegawai tidak tetap, va ng d ite ta pka n ses.uai dengan kete ntua n pera r uran 
pcru ndang-undangan. 

(J) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari tcnaga honor dan 
tenaga sukarela yang tela h merniliki Surat, Perjanjian Kerja (SPK) dan aktif 
mernberikan pelayana n kescha tan di FKTP maupun jaringan nya. 

(4) Tenaga kcsehatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) wajib mcm iliki Surat Iz in 
Praktek (SIP) sesuai latar belakang pendidikannya. 

(5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dirnaksud pada avat (1) yang tidak memiliki SIP 
maka total point tcrhadap kehadirarmya clikali nol (OJ sehingga jasa pelayanan 
kesehatarinya tidak ada. 

(6) .Jasa Pelayanan Keschatan bagi Tenaga Kcsehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) akan diberlak ukan setelah SIP akt if, di-entry ke dala m HFIS (Health 
Facilities Information System) clan tclah diperhitungkan dalam pcnetapan besaran 
dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan. 

(7) Pembagian jasa pclayanan kescha ta n kcpada trnaga kcsehat a n <Ian tcnaga non 
kesehatan sebagaimana dimaksud avat (1) ditctapka n dcngan mr-mpe rt imbangkn n 
variabel : 
a. jenis ketenagaan dan Zatau ja ha tan; 
b. kehadiran. 

(8) Variabcl jenis ketenagaan da n Zn ta n jabatan scbagairnana dima k sud parla avat (4) 
huruf a, dinilai sebagai berikut : 
a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus Ii.ma puluh); 
b. tenaga apoteker atau tenaga profe si keperawatan (Ners), diberi nilai 100 

(seratu s); 
c. tenaga keschatan paling rcnda h Sl /D4, dibcri nilai 80 (dclapan pulu h}; 
d. tcnaga keschatan D3, diberi nilai 60 [cna m puluh}; 
e. tenaga non kesehatan paling rcndah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi 

nilai 50 (lima puluh); dan 
I, tenaga non kesehatan di bawa h D:1. dibr ri rii la i 25 (dua puluh lima). 

(9) Tenaga keseha tan sebagaimana dimaksurl pada ayat (5) yang mcrangka p tugas 
admirustrasi diberi nilai sebagai bcrik ut: 
a. tarnbahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai 

kepaJa FKTP; 
b. tarnbahan nilai 50 (lima puluh), untuk lenaga yang rnerangkap tugas sebagai 

Bendahara Dana Kapitasi JKN; chm 
c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai 

Kepala Tata Usaha atau penanggungjawab penatausahaan keuangan. 
[l Oj Teriaga sebagaimana dimaksud pada ava t (5) yang merangkap tugas sebagai 

per..anggung jawab program atau yang sctara, diberi tambahan nilai JO (se_puluh) 
untuk setiap program atau yang scrara . 

• 
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(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pernbaya ran dukungan biaya operasional pelayana n 
ke seharan sebesar 40 % (empat pu lu h person] dari penerirnaan Dana Kapitasi 
JKN sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (3) dimanfaatkan untuk : 
a. biaya obat atau alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai; dan 
b. biaya operasional pclayana n kcscha tan lainnya 

13/\ 1-3 VII 
BIAYA OPERASIONJ\L PELAYJ\NAN KESEHATAN 

Pasal 8 

(17) Format perhitungan jurnlah jasa pclavanan yang diterima ole h masing-masing 
icnaga kesehatan dan tenaga non kcschnta n sebagaimana dirnaksud pada ava: 
(13) tcrcanturn dalam Lampira n II yang mcrupaka n bagian tidak icrpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

• 
Keterangan: 
Persentase Kehadiran : jumla h kchadira n dibagi jumlah hari kerja dalam 1 
(satu) bulan. 

Jumlah Poin Seluruh Ketenaqaan 

Total Jar,pel 
Yang Telah 
Ditetapkan 

x -------·-··----~~·· .. -- .. -----·~·····~~-------- 

+ [ T ;;nggung Jawab 
Program 

t 

Persentase J ! ~-Je-11i;---ij [ Mas~-] [Ra-ng-kap Tugas 
_ !(~h~diran _ X ... , Kelenagaan + Ke1J.:_j + :l\dminislras1 

( ! ] ) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang rnc m i lik i masa kcrja: 
a. 5 (lirna) tahun sampai denga n 10 (sepuluh) tahun, diberi ta mba han nilai 5 

(lirna); 
b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 [lima belas) tahun, diberi nila i tarnbahan 

nilai 10 [sepuluh]; 
c. 16 (enam belas) tahun sampai clengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan 

15 (lima belas); 
d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima] tahun, diberi 

tarnbahan nilai 20 (dua puluh); 
e. lebih dari 25 (dua puluh lima] tnhun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh 

lima). 
( 12) Vanabel kehadi:ran sebagaimana dimaksud pada avat (4) huruf b di:nilai sebagai 

berikut: 
a. hadir setiap hari kerja, dibcri nilai I (sat u) poin per hari; 
b. tcrlamba t hadir atau pulang scbclum wa kt u nya yang dia k umu laai sampni 

dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (saiu) poin; 
( D),Jumlah kehadiran sebagaima na d ima ksud pada aya t (9) huruf a tcrhitung mulai 

ranggal 16 (eriam bolas) bu la n sf'lwh1mnya r,nmp:1i dcnga.n 1anggc1l 15 (linrn bcla s) 
uulan berjalan, 

( l 4) Ketidakhadiran karena sakit dan/ atau pcnugasan kedinasan olch pcjabat yang 
berwenang paling ba nvak :1 (1iw1) hari k<'1Y1 lt'l:-111 diberikan u ila i sebagaimana 
dima ksud pada ayat (9) hum r a. 

(15) Ketidakhadiran karena culi a tau t.ugas bclajar tidn k dibcrikan n ila i. 
(16)Jumlah jasa pelayanan yang diterima olch mnsing-masing tcnaga kcscharan dan 

tcnaaa non keseharan dihitung dcngan mcnggunakan formula schagai borikut: 
• 



- 10 - 

BAB VIII 
PEMANFAATAN SfSA DANA KAPITASI 

Pasal 10 
(1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun 

anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran 
berikutnya. 

(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 
dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat 
digunakan untuk jasa pelayanan. 

(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 
dari dana dukungan biaya operasiorial pelayanan kesehatan rnaka 
pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan. 

P:--i s:--i I (_) 
Pcnggunaan Dana Kapitasi u ntuk d uk unaan hiava opcrasio nal pe-lava na n kcseha ta n 
Iainnya dilaksanakan scsuai dengan kr tcnt uan pcraturan perundang-undangan. 

(2) Adapun besaran alokasi anggaran yang dimaksud pada ayat (l) dikclola dn n 
dimanraatkan untuk : 
a. biaya pernbelian oba t atau a la t kcschata n d a n atau bahan med is ha bis pa ka i 

scbcsar 5 % (Iima persen) dari pcnr-rimaan Dana Kapitasi JKN. 
h. biaya operasional pelayanan kcscharan Iainnva sebesar 35 <% [tiga puluh limn 

persen) dari penerimaan Da nn Ka pitasi ,JKN, meliputi : 
a. bela nja barang operasiona l, tr-rd iri atas : 

1) pelayanan kesehatan dala m gt·:dung; 
2) pelayanan kesehatan luar gedung; 
3) operasional dan petncliharaa n kcndaraan puskcsmas kcliling; 
4) bahan cetak atau a lat tulis kantor; 
5) administ:rasi, koordina si program, dan sistern informasi; 
6) peningka.tan ka pasit as s urn be r d aya ma n u sia kesehatan; da ny a t au 
7) pemcliharaa n sarana da n prasaram.. 

b. bclanja modal untuk sarana elem prasarana yang pclaksanaanuva scsuai 
dengan ketentuan peratura n pcrundang-undangan. 

Pl Pengadaan obat atau baha n mcdis habis pakai dan at.au ala t kesehata n, clan 
pcngadaa n barang/jasa yaru; trrl ail dcr-:gan d ukungan hiava opcra sio na l 
pelava nan keschatan lainnva dapa t rlila k u ka n oleh Dinas l,<'.Schntm1 scsuui 
de ngan ketentuan peraturan pcrunda ng-undangan. 

(4) Perigadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) hams 
mcmpcrtimbangkan kct.erscdiaa n vm1g dialokasikan olch Pcmer int ah da n 
Pcrnerinta h Daerah. 

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ha.rus berpedornan pada 
Forrnularium Nasional. 

(6) Dalam hal obat dan atau baha n med is ha his pakai yang dibutu hkan tidak 
tercantum dalarn formularium na siona l sebagaimana dimaksud pada aya t (5), 
dapat menggunakan obat lain terrna suk oba t t.radisional, obat herbal te rsta ndar 
dan Iitofarrnaka secara terbatas, derigan persetujuan Kepala Dinas Keschatan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pcmanfaatan Dana Kapitasi untuk biava obat, 
alat kesehatan dan a tau ba ha n med is ha bis pakai, dan biaya operasional 
pelaya na n kesehatan lairmya sebnga ima na dirna ksud pada aya t (l) terca nturn 
dalarn Lampiran I yang rnerupakan hagian tidak terpisahkan dari Peratura n 
Bupati ini. 

• 

• 
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(1: Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pcngawasan secant 
berjerijang terhadap penerimaa n dn n pcma nfaatan da na kapita si oleh Benda hara 
Dana Kapitasi JKN pada FKTP. 

(2) Aparat Pengawas Internal Pcrnerintah rnclaksanakan pengawasan fungsional 
terhadap pengelolaan dan pcma nfaatan da na kapitasi sesuai ketent uan yang 
berlaku. 

(3) Pengawasan secara berjenja ng sebagairna na dimaksud pada ayat. (1) clan 
pengawasan fungsional oleh Aparat Pcngawas Internal Pemerintah schagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dila ksanakan unt.uk mevakinkan efektifiras, efisicnsi, dan 
akuntabilitas pengelolaan dan pernantaatan dana kapilasi. 

BABXI 
PEMBINAI\N D/\N PENG/\W/\SAN 

Pasal 14 • 
d. 

:-i. Bendahara Dana Kapitasi ,JKN mencatar Pendapatan dan Belanja scrta 
rnenyampaikannya kepada Kepala FKTP paling larnbat tanggal 5 (lima) setiap 
bulan; 

b. Kepala FKTP menyarn.paikan laporan terscbut kepada Ke pala Dirias Kesehatan 
paling lambat tanggal 10 (scpuluh) sct.ia p hulan dengan mr-larnpirkan Surat 
Pcrnva tnan Tanggung Jawab Mu tln k (SPTJMJ; 
Kepala Dinas Kesehatan mcnyarnpaikan Surat Permint aan Pcngesa han 
Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap bulan kepada BPKPAD untuk menerbitkan 
Surat Pengesahan Pendapatan clan Belanja (SP2F3); 
Pejabat penatausahaan keuangan Dinas Kcsehatan dan BPKPAD selaku 
Bendahara Umum Daerah melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja 
F'KTP sesuai SP2B . 

c. 

BAH X 
TATA CARA PEL/\PORAN 

Pasal 13 
Tata cara pencata tan penyampaia n pelaporan <lc111 realisa si pendapatan da na kapitasi 
JKN di F'KTP : • 

BAB IX 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 12 
(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Kapitasi .Jaminan 

Kesehatan Nasional dilaksariakan tersendiri di Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli 
Utara. 

(:2) Sistem pelaporan pertanggungjawaban kcuangan Dana Kapitasi dalam rangka 
pemberlakuan .Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesua i dengan mckanisrnc pelaporan pert anggu ngjawa ban 
keuangan dengan berpedorna n kepada perat uran perundang-undangan. 

Pasal 11 
Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus 
dirnasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang 
dianggarkan dalam Rencana Keija dan Anggaran Perangkat Daerah Dinas 
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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• 

• 

BAB XTT 
KETENTUAN PENuTUP 

Pasal 15 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya 
laku surut sejak Januari 2021. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara . 
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I 

I 
I L __ J__ 

I 

~3 

jr~O-, ~~~;;~~-;~;~~-~AN,!~~~~~~~-~AN DARI DAN~ ~{A~~TA:~ --~] 

I~ Belan · a Barang Operasional _ 1 I 1 Belanja Obat / 
Ruang lingkup dari belanja ini rneliputi belanja obat-obat untuk · 
pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan termasu k peserta JKN di FKTP milik Pemerintah 
Daerah. 

i I Con toh belanja : 
' Paracetamol (Tab, Sirup), Amoksisillin (Tab, Sirup), Antacida (Tab, I 
! Sirup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), I 

Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, ·1: 

1
1 

2_ 
dan lain-lain. , 
Belanja Alat Kesehatan . ---· / 
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk 
pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan 
laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. 
Contoh belanja : 
Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, 
gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, piriset, dan lain­ 
lain . ------- 
Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai 
yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan 
laboratorium) di FKTP milik Pemerintah. 
Con toh belanja : 
Kasa pembalut/perban, re~_en, dan lain-lain. ! 

_E_elayanan Kesehatan Dalam G~c!_ung =J 
Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien I 
termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, I 
dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. · 
Contoh belanja : 
Kon su msi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta 
pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi 

I rapat, biaya petugas piket/jasa (honor lembur + uang makan), dan lain­ 
lain. 

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGLI\TAN DARI DANA KAPITASI 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATT TAPANULT UTARA 
NOMOR C__cj 'fA-t-W t,J '202-1 
TANGGAL tl.9 - till · ~.otl 
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA 

KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL UNTUK JASA 
PELAYANAN KESEHATAN DAN 
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL 
PELAYANAN KESEHATAN PADA 
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 
PERT AMA MILIK PEMERINTAH 
KABUPATEN TAPANULI UTARA 
TAHUN 2021 

• 

• 
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paket 

9 

I 
----- ------ 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Ruang lingkup belanja 1111 adalah clalam rangka meningkatkan 
kernampuan/peningkatan kapsrtas SOM petugas di FKTP milik I 

I 
pemerin tah daerah. ,1 

I Conteh belanja : 
I Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya 

l---t-p_e_I_atihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain. 

IO Pemeliharaan Sarana dan P~asarana l 
.Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan 
prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan 
kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. 
Con toh belanja : 
Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, / 

, pengecetan FKTP, perbaikan saJuran air /wastafel, biaya tukang, 

~

enggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan 
dan pengecetan pagar FKTP, servis alat kesehatan dan lain-lain. 

' I L___ --- J 

Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Inforrnasi 
Ruang lingkup belanja rm adalah untuk kegiatan adrninistrasi, 
koordinasi program dan pelaksanaan sistem inforrnaai dalam 

I 
pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional I 

, (JKN). ! 
! Contoh belanja : 
I Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, 

I 
konsumsi, materai, hardiuare dan software sistem informasi (komputer, 
laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain. I 

r- 
1 

I 

1 5 I P~layanan Kesehatan_ Luar Gedung 

I 
Lmgkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang 
bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta I 
kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program 
JKN. I 
Contoh belanja: [ 
Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, i 
konsumsi penyuluhan/sosialsasi, transport dan honor narasumber pada I 

I I penyuluhan/sosialisasi dan Jain-lain. 

l
·--61 Operasional dan Pemeliharaan _K_e_n_d_a_r_a_a_n_P_u_s_k_e_s_m_a_s __ I_(_e_li-h-. ng 

I 
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan 
puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan d alam 
kondisi prima sehingga optimal dalarn pelayanan kesehatan. 
Con toh belanja : 
Bahan Makar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang 

I 
pusling, servis berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, j 

/ 
1 dan lain-lain. , 

r1--Bahan-Cetak atauAlat Tulis T(a11to1-=------- II 

! Lirigkup untuk kegiatan ini mencaku p kebutuhan akan cetakan dan a1at 
, tulis kantor yang diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalarn I 
memberikan pe1ayanan kesehatan bagi masyarakat . 
Conteh belanja : 
Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta 
printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-Iain. 

• 

• 
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f ~· B:~~~;a~~~~l sarana:- dan ··;;ra;a;a;:;a yang-·berkaitan Jangsu ng dengaJI 
, pelayanan kesehatan. 
/ Ruang ling~up .. belan}'.1 ini ad_alah untuk penyediaan _ sarana dan I 
! prasarana.. di Ft\. TP milik pemermtah daerah yang berka1~an flangs~ r:g I 
j maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FI\ TP milik I 
j pemerintah daerah. I 
I 

Contoh belanja : 
Bel~nja ln~rsi tu1:1ggu pasien, lemari obat, toilet, garden, linen, lemari I 

L
I ar sip, rneja kerja petugas, AC, geriset, pembuatan papan nama, J 

-~mbuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain. _J 

• 

• 


